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ABSTRACT 

 

The research, entitled Principles of Management Justice by the Surabaya 

City Government for Residents of Flats, aims first to find out, understand, and 

analyze how the characteristics of the principles of justice for residents of flats 

are based on Law no. 20 of 2011. Second, to find out, understand, and analyze 

how to resolve a legal dispute between residents and the city government. 

The research method used in this thesis uses a normative juridical research 

method which is a research focused on examining the application of the rules 

or norms in the applicable positive law. This research method is carried out by 

reviewing various legal rules of a formal nature such as laws, regulations and 

literature related to the material discussed. 

Based on the results of the study, it can be concluded: First: Related to the 

principle of distributive justice according to Aristotle in Rusunawa, the 

Surabaya City Government must provide what are the rights of the citizens of 

Surabaya, every person or community has the right to get a house or residence 

provided by the Surabaya City Government, not only only for low-income 

people but for people with sufficient economic groups, this is a manifestation 

of distributive justice because Surabaya residents have the right to get 

residential houses or flats. Second: Efforts to resolve disputes related to flats 

prioritize settlements outside the court by means of (Consultation, Mediation, 

and Arbitration). If efforts outside the court are deadlocked, and do not meet a 

bright spot, it can be attempted through the courts. 

 

Keywords: Welfare, Development, Rights and Obligations. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul Prinsip Keadilan Pengelolaan oleh Pemerintah 

Kota Surabaya Bagi Penghuni Rusunawa bertujuan pertama untuk mengetahui, 

dan memahami, serta manganalisis tentang bagaimana karakteristik prinsip 

keadilan bagi penghuni rusunawa yang di tinjau dari Undang-Undang No. 20 

Tahun 2011. Kedua untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis 

bagaimana upaya penyelesaian jika ada sengketa  hukum antara penghuni 

dengan pemkot. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian yang difokuskan 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum posisitif 

yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai 

aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-

Peraturan serta literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Terkait dengan 

prinsip keadilan distributif menurut Aristoteles dalam rusunawa, Pemerintah 

Kota Surabaya harus memberikan apa yang menjadi hak warga Surabaya, 

setiap orang ataupun masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan rumah 

atau tempat tinggal yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, tidak 

hanya untuk kalangan MBR saja tetapi untuk masyarakat dengan golongan 

ekonomi yang mencukupi, ini merupakan perwujudan keadilan distributif 

karena warga Surabaya mempunyai hak untuk mendapatkan rumah hunian atau 

rumah susun. Kedua : Upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan 

rumah susun lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan dengan cara 

(Musyawarah, Mediasi, dan Arbitrase). Jika upaya diluar pengadilan 

mengalami jalan buntu, dan tidak menemui titik terang maka dapat diupayakan 

melalui pengadilan. 

 

Kata Kunci : Kesejahteraan, Pembangunan, Hak dan Kewajiban. 
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